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P U T U S A N

No.  703 K/PDT.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H   A G U N G

memer iksa  perkara  Perse l i s i h an  Hubungan  Indus t r i a l  da lam 

t i ngka t  kasas i  te l ah  memutuskan  sebaga i  ber i ku t  da lam 

perkara  :

RUMAH  SAKIT  PELAYANAN  KESEHATAN  UMAT 

MUHAMMADIYAH TEMANGGUNG,  berkedudukan  di  Ja lan  

Raya Kedu KM.2  Kal i sa t  – Temanggung,  da lam hal  

in i  member i  kuasa  kepada  :  dr .  GATOT SUHARTO, 

SpF.  SH. ,  Pengurus  MKKM Wilayah  Muhammadiyah  

Jawa  Tengah,  ber tempat  t i ngga l  d i  Ja lan  

Singosar i  No.33  

Semarang;  

Pemohon Kasas i ,  dahu lu  Tergugat /Pengusaha ;

m e l  a w a n :

I  S M A N T O,  ber tempat  t i ngga l  d i  Pandesar i  

RT.04  RW.08  Parakan  Wetan,  Parakan,  

Temanggung;

Termohon Kasas i ,  dahu lu  Penggugat /Peker j a ;

Mahkamah Agung te rsebu t ;

Membaca sura t - sura t  yang  bersangku tan ;

Menimbang,  bahwa  dar i  sura t - sura t  te rsebu t  te rnya ta  

bahwa  sekarang  Termohon  Kasas i  dahulu  sebaga i  Penggugat  

te l ah  menggugat  sekarang  Pemohon  Kasas i  dahu lu  sebaga i  

Tergugat  d i  muka pers i dangan  Pengadi l an  Hubungan Indus t r i a l  

pada  Pengadi l an  Neger i  Semarang  pada  pokoknya  atas   da l i l -

da l i l  :

Bahwa  Penggugat  te l ah  beker j a  pada  Tergugat  se jak  

tangga l  07  Februar i  2002  sebaga i  anal i s  dan  gaj i  te rakh i r  

sebesar  Rp.1 .114 .366 , -  (sa tu  ju ta  sera tus  empat  be las  r i bu  

t i ga  ra tus  enam  puluh  enam  rup iah ) ,  SK  Pengangkatan  

Karyawan te r l amp i r  (Buk t i  P.1) ;

Bahwa Penggugat  mendaf ta r  dan  iku t  ser ta  tes  CPNS di  
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Kabupaten  Temanggung tahun  2009;

Bahwa  atas  per i s t i wa  te rsebu t  Penggugat  dianggap  

mengundurkan  di r i  sesua i  Pera tu ran  Pemer in tah  Pasa l  12 ayat  

(4 )  huru f  b;

Bahwa  pada  tangga l  13  Desember  2009,  Tergugat  

mengeluarkan            Sura t  Keputusan  

No.1005 / I I I / RSMT/D/2009  ten tang  pemutusan  hubungan   ker ja .  

Sejak  saat  i t u  Penggugat  sudah  t i dak  dipe rkenankan  beker j a  

kembal i ,             dengan  kata  la i n  Penggugat  te l ah  

beker j a  pada Tergugat  se lama 7 ( tu j uh )  tahun               

11 (sebe las )  bu lan ,  SK Di reks i  te r l amp i r  (Buk t i  P.2) ;

Bahwa  Penggugat  mendapatkan  sanks i  atas  pelanggaran  

bera t            berupa  Pemutusan  Hubungan  Ker ja  tanpa  

pesangon  te tap i  mendapatkan           uang pisah ;

Bahwa  uang  pisah  yang  di j an j i k an  Tergugat  adalah  

sebesar  1,5  x  Rp.591.050 , -  =  Rp.886.575 , -  (de lapan  ra tus  

delapan  puluh  enam r ibu  l ima           ra tus  tu j uh  puluh  

l ima  rup iah )  yang  dipe rh i t ungkan  berdasarkan  gaj i  pokok  

tanpa  memperh i t ungkan  tun jangan  te tap ;

Bahwa  Penggugat  merasa  kebera tan  dengan  keten tuan  

pemutusan  hubungan  ker ja  yang  di t e rapkan  oleh  Tergugat ,  

karena  pemutusan  hubungan  ker j a  tanpa  syara t  atau  tanpa  

pesangon  dengan  alasan  pelanggaran  bera t ,  sudah  dinya takan  

t i dak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengika t  o leh  putusan  

Mahkamah Konst i t u s i  No.012/PPU- 1/2003 ;

Bahwa t i ndakan  Terguga t  dengan  member ikan  uang  pisah  

sebesar  Rp.886 .575 , -  (de lapan  ra tus  delapan  puluh  enam r ibu  

l ima  ra tus  tu juh  puluh   l ima  rup iah )  dengan  tanpa  

member ikan  uang  pesangon  melanggar  Pasal  156  Undang- Undang  

No.13  Tahun  2003  dan  sangat  merug ikan  Penggugat ,  

apa lag i  se lama penye lesa ian  masalah  in i  ber l angsung  hak- hak  

Penggugat  seper t i  ga j i  dan hak- hak  la i n  sudah  d ihen t i k an ;

Bahwa  apab i l a  mengacu  pada  pera tu ran  perundang-

undangan   ketenaga- ker jaan  ten tang  pemutusan  hubungan  ker j a  

di  atas ,  maka Tergugat  waj ib  member i kan  pesangon  dan  hak-
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hak  la i nnya  dengan per i nc i an  sebaga i  ber i ku t  :

-  Pesangon           :  8 x Rp.1 .114 .366 , - = 

Rp.   8.914 .928 , -

-  Uang penghargaan  masa ker j a  :  3 x  Rp.1 .114 .366 , - = 

Rp.   3.343 .098 , -

Jumlah = Rp.12 .258 .026 , -

Bahwa  upaya  untuk  menyelesa i kan  masalah  in i  secara  

musyawarah  te lah  di l akukan  baik  mela lu i  perund ingan  maupun 

medias i  d i  Kanto r  Dinas  Ketenagaker j aan  Kabupaten  

Temanggung  te tap i  t i dak  mencapa i  kesepaka tan .  Karena  dalam 

s idang  medias i  Terguga t  hanya  memperba ik i  uang  pisah  yang  

semula  Rp.886.575 , -  menjad i  Rp.1 .671 .549 , -  dengan  te tap  

t i dak  member ikan  

pesangon  kepada  Penggugat .  Risa lah  Medias i  Hubungan  

Indus t r i a l  No.  . . . .  tangga l  . . . . .  te r l amp i r  (Buk t i  P.3) ;

Bahwa berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  atas  Penggugat  

mohon kepada  Pengadi l an  Hubungan Indus t r i a l  pada Pengad i l an  

Neger i  Temanggung  menja tuhkan  putusan  yang  dapat  

d i l aksanakan  leb ih  dahulu  sebaga i              ber i ku t  :

PRIMAIR :

a. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya ;

b. Menyatakan  hubungan  ker j a  anta ra  Tergugat  dan  

Penggugat  putus   te rh i t u ng  se jak  tangga l  

d ike lua rkannya  Sura t  Keputusan  Di reks i  

No.1005 / I I I / RSMT/D/2009  tangga l  31  Desember  2009  

ten tang  Pemutusan  Hubungan Ker ja  te rhadap  Penggugat ;

c. Menyatakan  Tergugat  te l ah  melakukan  cedera  hukum dan  

merug ikan  Penggugat ;

d. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  secara  tuna i  kepada  

Penggugat  sebaga i  ber i ku t  :

1. Pesangon         :  8  x  

Rp.1 .114 .366 , - = Rp.   8.914 .928 , -

2. Uang penghargaan  masa ker j a  :  3 x  Rp.1 .114 .366 , -

= Rp.   3.343 .098 , -

3. Upah  se lama  bulan  Januar i  2010  s/d  adanya  

Hal .  3 dar i  8 ha l .  Put .  No.703  K/PDT.SUS/2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan  hukum yang  bers i f a t  te tap ;  

e. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  in i ;

f . Menyatakan  putusan  in i  dapat  d i l aksanakan  te r l eb i h  

dahu lu  walaupun  ada kasas i  dan la i n - la i n ;

SUBSIDAIR :  Mohon putusan  yang  sead i l - ad i l nya ;    

Bahwa  te rhadap  gugatan  te rsebu t  Pengadi l an  Hubungan  

Indus t r i a l            pada Pengad i l an  Neger i  Semarang  te lah  

menja tuhkan  putusan ,  ya i t u             putusan  

No.35 /G/2010 /PHI .Smg.  tangga l  31  Mei  2010  yang  amarnya  

sebaga i  ber i ku t  :

DALAM POKOK PERKARA :  

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  sebag ian ;

2. Menyatakan  bahwa  hubungan  ker ja  anta ra  Penggugat  

dengan  Tergugat  putus  se jak  dike lua rkannya  sura t  PHK 

tangga l  31  Desember  2009               karena  adanya  

kesa lahan  ind i s i p l i n e r ;

3. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  hak- hak  Penggugat  

dengan perh i t ungan  sebaga i  ber i ku t  :

-  Uang pesangon     = 8 x Rp.1 .114 .366 , - =  Rp.  

8.914 .928 , -

-  Uang penghargaan masa ker ja  = 3 x Rp.1 .114 .366 , - = 

Rp.   3.343 .098 , -

-  Jumlah tota l = 

Rp.12.258 .026 , -    

      (Dua belas  juta  dua ratus  l ima  puluh  delapan r ibu  dua  

puluh  enam  

      rupiah) ;

4. Menolak  gugatan  Penggugat  se la i n  dan se leb ihnya ;

5. Membebankan  biaya  perkara  yang  t imbu l  kepada  Negara  

sebesar  Rp.125 .800 , -  (se ra tus  dua  pu luh  l ima  r ibu  

delapan  ra tus  rup iah ) ;

Menimbang,  bahwa  dalam  Pasa l  110  Undang- Undang  No.2  

Tahun  2004,  Putusan  Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  pada  

Pengad i l an  Neger i  yang  mengenai  perse l i s i h an  hak  dan  

perse l i s i h an  pemutusan  hubungan  ker j a           dapat  
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langsung  d ia j ukan  kasas i  kepada  Mahkamah Agung;

Menimbang,  bahwa  sesudah  putusan  te rakh i r  in i  

d ibe r i t a hukan             kepada  Tergugat /Pengusaha  pada  

tangga l  31  Mei  2010,  kemudian  te rhadapnya  oleh  

Tergugat /Pengusaha  dia jukan  permohonan  kasas i  

secara  l i san  pada  tangga l  10  Jun i  2010  sebaga imana  

te rnya ta  dar i  Akte  Permohonan  Kasas i  

No.19 /Kas /V I / 2010 /PHI .Smg.  yang  dibua t  o leh  Pl t .  Pani te ra  

Muda/Kasub.  Kepani t e r aan  Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  

pada  Pengadi l an  Neger i  Semarang,  permohonan  te rsebu t  

d i i ku t i  o leh  memor i            kasas i  yang  memuat  a lasan-

alasan  yang  di te r ima  d i  Kepan i t e raan  Pengadi l an  Hubungan  

Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  Neger i  Semarang  pada  tangga l  

24 Jun i  2010;

Bahwa  sete lah  i t u  oleh  Termohon  

Kasas i /Pengguga t /Peker j a  yang            pada  tangga l  02  

Ju l i  2010  te lah  dibe r i t a hu  ten tang  memor i  kasas i  dar i  

Pemohon Kasas i /Te rguga t /Pengusaha ,  d ia j ukan  jawaban  memor i  

kasas i  yang  di te r ima  di  Kepani t e raan  Pengad i l an  Hubungan  

Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  Neger i  Semarang  pada  tangga l  13  

Ju l i  2010;

Menimbang,  bahwa  permohonan  kasas i  a  quo  beser ta  

alasan-          a lasannya  te lah  dibe r i t a hukan  kepada  pihak  

lawan  dengan  seksama,  d ia j ukan  dalam  tenggang  waktu  dan  

dengan  cara  yang  di ten tukan  dalam undang- undang,  maka oleh  

karena  i t u  permohonan  kasas i  te r sebu t  fo rmi l  dapat  

d i te r ima ;

Menimbang,  bahwa  a lasan- alasan  yang  dia j ukan  oleh  

Pemohon  Kasas i /  Tergugat /Pengusaha  dalam  memor i  kasas inya  

te rsebu t  pada pokoknya            ia l ah  :

1. Bahwa adalah  ke l i r u  seka l i  pendapat  

Judex  Fact i  yang  te l ah  member ikan  

per t imbangan  hukumnya  pada  ha laman  8 but i r  angka  2 yang  

menyatakan  sebaga imana te rsebu t  da lam memor i  kasas i ;

2. Bahwa dengan  a lasan  kesa lahan  bera t  
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karena  perbuatan  p idana ,  menuru t  

Maje l i s  Hakim  harus  d ibuk t i k an  

secara  pidana .  Karena  ha l  te rsebu t  

je l as  

t i dak  tepa t  karena  dalam but i r  angka  

2  per t imbangan  hukumnya 

Maje l i s  Hakim  menyatakan  bahwa 

Termohon  Kasas i  te l ah  te rbuk t i  

melakukan  perbua tan  ind i s i p l i n e r ,  

seh ingga  t i dak  per lu  dibuk t i k an  

te r l eb i h  dahu lu  menginga t  perbua tan  

dalam  perkara  in i  bukan  

merupakan  t i ndak  pidana  yang  masuk 

dalam  keten tuan  Pasa l  158  ayat  (1 )  

Undang- Undang  No.13  Tahun  2003,  

karena  Termohon  Kasas i  juga  mengaku i  

te l ah  melakukan  kesa lahan  yang  sudah  

di ten tukan  

dalam  Pera tu ran  Perusahaan  RS PKU 

Muhammadiyah  Temanggung  per iode  

tahun  2007  – 2009  khususnya  Pasa l  12 

ayat  (4 )  huru f  b,  

dengan  sanks i  yang  te l ah  di ten tukan  

yakn i  d ianggap  mengundurkan  di r i  

dengan  cata tan  t i dak  mendapatkan  

pesangon  dan  hanya  mendapatkan  uang  

pisah ;

Bahwa  mengenai  uang  pisah  ada lah  bukan  jan j i  dar i  

Pemohon  Kasas i ,    

akan  te tap i  semuanya  sudah  dia tu r  da lam  Pasa l  6 

Pera tu ran              Perusahaan  dengan  keten tuan  bahwa 

uang  pisah  di te t apkan  dalam            Pasa l  6 huru f  b  

untuk  masa  ker ja  l ima  tahun  atau  leb ih  te tap i  kurang  

dar i  sepu luh  tahun  dibe r i kan  uang pisah  sebesar  1½ (sa tu  

setengah)  bu lan  dar i  ga j i  pokok ;

3. Bahwa  Judex  Fact i  te lah  menyatakan  
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Termohon  Kasas i  te l ah  melakukan  

t i ndakan  ind i s i p l i n e r  dengan  

per t imbangan  te l ah  melamar  dan 

mengiku t i           tes  sebaga i  

pegawai  neger i  s ip i l ,  seh ingga  

menginga t  perbua tan  te rsebu t  

merupakan  pe langgaran  dan  sudah  

dia tu r  da lam  pera tu ran  perusahaan  

yang  dika tego r i k an  pelanggaran  

bera t ,  maka  menuru t  pera tu ran  

perusahaan  dianggap  mengundurkan  

di r i  tanpa  mendapat  pesangon;

4. Bahwa menginga t  secara  lex  spec ia l i s  

sudah  dia tu r  da lam  pera tu ran  

perusahaan,  maka atu ran  mengacu  pada  

lex  genera l i s  harus  dikesampingkan ;

5. Bahwa  pera tu ran  perusahaan  yang  

disahkan  oleh  Disnaker  sete lah  ada  

kesepaka tan  anta ra  Perusahaan  dan 

Karyawan  atau  leb ih  tepa tnya  

merupakan  suatu  kesepaka tan  

sebaga imana  dimaksud  da lam  Pasa l  

1338  KUHPerdata ,  yang  di t egaskan  

bahwa  semua  per jan j i a n  yang  dibua t  

secara  sah  ber laku  sebaga i  undang-

undang  bag i  mereka  yang  membuatnya .  

Suatu  per jan j i a n  t i dak  dapat  d i t a r i k  

kembal i  se la i n  dengan  sepaka t  kedua  

belah  p ihak ;

6. Bahwa  per lu  dike tahu i  d i  mana 

pera tu ran  perusahaan  Pemohon  Kasas i  

sudah  mendapatkan  pengesahan  dar i  

Disnaker  Temanggung  seh ingga  

mengika t  bagi  para  pihak  yang  

te rka i t ,  dengan  demik ian  te rbuk t i  

bahwa  putusan  Judex  Fact i  
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ber ten tangan  dengan  pera tu ran  

perusahaan  yang  ber laku  sebaga i  lex  

spec ia l i s ;

7. Bahwa  per lu  dipe rha t i k an  dan 

dipe r t imbangkan  bahwa Pemohon Kasas i  

ada lah  suatu  rumah  sak i t  yang  

melayan i  b idang  kesehatan  yang  

menyangkut  nas ib  dan  nyawa  orang  

banyak ,  seh ingga  tenaga  kesehatan  

yang  mengabdi  d i  tempat  Pemohon 

Kasas i  t i dak  dapat  mengambi l  s ikap  

yang  semena- mena  yang  dapat  

menyebabkan  kerug ian  kesehatan  

bahkan  nyawa pas ien  yang  membutuhkan  

pelayanan ,  semuanya  harus  d ike lo l a  

dengan  jadwa l  pe layanan  secara  baik  

dan  tepa t  agar  dapat  d ipe ro leh  

pelayanan  yang  pr ima  guna  

meningka tkan  dra ja t  kesehatan  

masyaraka t  dengan  memin ima l i s i r  

res i ko ;

8. Bahwa  putusan  Judex  Fact i  seo lah -

olah  melega lkan  t i ndakan  

meningga l kan  

rumah  sak i t  atau  perusahaan  Pemohon 

Kasas i  sewaktu - waktu  te rmasuk  

mengajukan  lamaran  sebaga i  pegawai  

neger i  s ip i l  tanpa  memperhat i kan  

aspek  secara  luas  yakn i  pe layanan  

kesehatan  masyaraka t  yang  juga  

menyangkut  nyawa  manus ia  atau  

keh idupan  i t u  send i r i ;

9. Bahwa  sanks i  yang  dibua t  da lam 

pera tu ran  perusahaan  ten tunya  

mempunyai  fungs i  agar  t i dak  semena-

mena  d i l anggar ,  bahwa  rumah  sak i t  
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bukan  perusahaan  krupuk  yang  apab i l a  

t i dak  berproduks i  t i dak  akan  

membahayakan  j iwa  manus ia ,  la i n  

ha lnya  dengan  rumah  sak i t  yang  

melayan i  kesehatan  yang  menyangkut  

nyawa/ j iwa  manusia ;

10. Bahwa  rumah  sak i t  t i dak  mengenal  

l i bu r ,  t i dak  pernah  tu tup  bahkan  

ket i ka  har i  l i bu r  nas iona l  te rmasuk  

har i  raya  keagamaan  juga  t i dak  

l i bu r ,  karena  perusahaan  Pemohon 

Kasas i  bukan  sebuah  pabr i k  kerupuk  

yang  mengenal  l i bu r ,  ha l  te r sebu t  

kurang  dipahami  oleh  Judex  Fact i  

yang  memper t imbangkan  harus  

dibuk t i k an  secara  pidana ,  te tap i  

i r on i snya  d ikenakan  sanks i  sesua i  

dengan  keten tuan  yang  sudah  dia tu r  

da lam            Pasa l  6 Pera tu ran  

Perusahaan,  dengan  keten tuan  bahwa 

Termohon  Kasas i  hanya  mendapatkan  

uang pisah ;  

Menimbang,  bahwa  te rhadap  alasan- alasan  te rsebu t  

Mahkamah Agung berpendapa t  :  

Bahwa  alasan- alasan  kasas i  te r sebu t  t i dak  dapat  

d ibenarkan ,  o leh  karena  alasan- alasan  mana  t i dak  dapat  

d ibenarkan  untuk  mengabulkan  permohonan  kasas i  dar i  Pemohon 

Kasas i ,  karena  Judex  Fact i  t i dak  sa lah   da lam  menerapkan  

hukum atau  t i dak  melanggar  hukum yang  ber laku ;

                        Menimbang,  bahwa  berdasarkan  

per t imbangan  di  atas ,  lag i  pu la             

                        te rnya ta  bahwa putusan  Judex  Fact i  

da lam  perkara  in i  t i dak  ber ten tangan  

                        dengan  hukum dan/a tau  undang-

undang,  maka  permohonan  kasas i  yang  

                        d ia jukan    o leh    Pemohon 
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Kasas i /Pengusaha    :     Rumah   Saki t    Pelayanan 

# s.c .g              Kesehatan  Umum Muhammadiyah Temanggung 

te rsebu t  harus  di to l a k  

Umat                 Menimbang,  bahwa oleh  karena  ni l a i  

gugatan  perkara  in i  d i  bawah  

                        Rp.150 .000 .000 , -  (se ra tus  l ima  

puluh  ju t a  rup iah ) ,  maka berdasarkan                  

                        Pasa l  58 Undang- Undang No.2  Tahun  

2004  para  pihak  d ibebaskan  dar i  b iaya  

                        perkara ,  dan  se lan ju t nya  biaya  

perkara  dalam  t i ngka t  kasas i  d ibebankan   

                        kepada  Negara ;  

Memperhat i kan  pasa l - pasa l  dar i  Undang- Undang  No.4  

Tahun  2004  dan  Undang- Undang  No.14  Tahun  1985  sebaga imana  

te l ah  diubah  dan  di tambah  

dengan  Undang- Undang  No.5  Tahun  2004  dan  perubahan  kedua  

dengan  Undnag- Undang  No.3  Tahun  2009,  Undang- Undang  No.2  

Tahun  2004  dan  pera tu ran  perundang- undangan  la i n  yang  

bersangku tan ;

M E N G A D I  L I   :

                              Menolak   permohonan 

kasasi   dar i   Pemohon Kasas i  :  RUMAH SAKIT        

# s.c .g                    PELAYANAN   KESEHATAN   UMUM 

MUHAMMADIYAH    TEMANGGUNG

UMAT                   te rsebu t ;

Membebankan  biaya  perkara  dalam pemer iksaan  kasas i  in i  

kepada  Negara ;

Demik ian lah  d ipu tuskan  dalam  rapa t  permusyawara tan  

Mahkamah Agung pada  har i  :  Jum’a t ,  tangga l  29 Oktober  2010  

oleh                                            H.  ABBAS 

SAID,  SH.  MH.  Hakim  Agung  yang  di te t apkan  oleh  Ketua  

Mahkamah Agung sebaga i   Ketua   Maje l i s ,  ARSYAD, SH.  MH. dan 

BERNARD SH,  MM. Hakim- Hakim Ad Hoc PHI  pada  Mahkamah Agung 

sebaga i  Anggota ,  dan  diucapkan  dalam  s idang  te rbuka  untuk  

umum                   pada  har i  i tu  juga  o leh  Ketua  

Maje l i s  beser ta  Hakim- Hakim Anggota             
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te rsebu t  dan  d iban tu  o leh  TUTY HARYATI,  SH.  MH.  Pani te ra  

Penggant i  dengan t i dak  dihad i r i  o leh  para  p ihak .

Hakim- Hakim Anggota  :         K e t  
u a :
                            Ttd .  
Ttd .
               ARSYAD,  SH.  MH. 
H.  ABBAS SAID,  SH.  MH.
                            Ttd .
              BERNARD SH,  MM.

Pani te ra  Penggant i  :
Ttd .

TUTY HARYATI ,  SH.  MH.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Untuk  Sal i nan
 MAHKAMAH AGUNG R. I .

a.n .  Pani te r a
Pani te ra  Muda Perdata  Khusus,

RAHMI MULYATI ,  SH.  MH. 
NIP.040  049 629.
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Bahwa  alasan- alasan  kasas i  te r sebu t  t i dak  dapat  

d ibenarkan ,  o leh  karena  alasan- alasan  mana  t i dak  dapat  

d ibenarkan  untuk  mengabulkan  permohonan  kasas i  dar i  Pemohon 

Kasas i ,  karena  Judex  Fact i  t i dak  sa lah   da lam  menerapkan  

hukum atau  t i dak  melanggar  hukum yang  ber laku ;

                        Menimbang,  bahwa  berdasarkan  

per t imbangan  di  atas ,  lag i  pu la             

                        te rnya ta  bahwa putusan  Judex  Fact i  

da lam  perkara  in i  t i dak  ber ten tangan  

                        dengan  hukum dan/a tau  undang-

undang,  maka  permohonan  kasas i  yang  

                        d ia jukan    o leh    Pemohon 

Kasas i /Pengusaha    :     Rumah   Saki t    Pelayanan 

# s.c .g              Kesehatan  Umum Muhammadiyah Temanggung 

te rsebu t  harus  di to l a k  

Umat                 Menimbang,  bahwa oleh  karena  ni l a i  

gugatan  perkara  in i  d i  bawah  

                        Rp.150 .000 .000 , -  (se ra tus  l ima  

puluh  ju t a  rup iah ) ,  maka berdasarkan                  

                        Pasa l  58 Undang- Undang No.2  Tahun  

2004  para  pihak  d ibebaskan  dar i  b iaya  

                        perkara ,  dan  se lan ju t nya  biaya  

perkara  dalam  t i ngka t  kasas i  d ibebankan   

                        kepada  Negara ;  

Memperhat i kan  pasa l - pasa l  dar i  Undang- Undang  No.4  

Tahun  2004  dan  Undang- Undang  No.14  Tahun  1985  sebaga imana  

te l ah  diubah  dan  di tambah  

dengan  Undang- Undang  No.5  Tahun  2004  dan  perubahan  kedua  
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dengan  Undnag- Undang  No.3  Tahun  2009,  Undang- Undang  No.2  

Tahun  2004  dan  pera tu ran  perundang- undangan  la i n  yang  

bersangku tan ;

M E N G A D I  L I   :

                              Menolak   permohonan 

kasasi   dar i   Pemohon Kasas i  :  RUMAH SAKIT        

# s.c .g                    PELAYANAN   KESEHATAN   UMUM 

MUHAMMADIYAH    TEMANGGUNG

UMAT                   te rsebu t ;

Membebankan  biaya  perkara  dalam pemer iksaan  kasas i  in i  

kepada  Negara ;

Demik ian lah  dipu tuskan  dalam rapa t  permusyawara tan  Mahkamah 
Agung pada har i  :  Jum’a t ,  tangga l  29 Oktober  2010  oleh  
H.  ABBAS SAID,  SH.  MH. Hakim Agung yang  di te t apkan  oleh  
Ketua  Mahkamah Agung sebaga i   Ketua   Maje l i s ,  ARSYAD, SH.  
MH. dan             BERNARD SH,  MM. Hakim- Hakim Ad Hoc PHI  
pada Mahkamah Agung  sebaga i  Anggota ,  dan diucapkan  dalam 
s idang  te rbuka  untuk  umum                   pada har i  i tu  
juga  o leh  Ketua  Maje l i s  beser ta  Hakim- Hakim Anggota  
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